
 

 

 
 

 
 

BUPATI SERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SERUYAN 

NOMOR 8 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  

NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG SEWA SARANA DAN PRASARANA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SERUYAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kondisi serta 

adanya penambahan sarana dan prasarana baru pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpotensi untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka 

perlu adanya perubahan tarif sewa menyewa; 
 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi 
sarana dan prasarana perikanan Kabupaten Seruyan,  
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 

Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana 
dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan 
Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan 

Prasarana Kelautan Dan Perikanan. 
 

Mengingat : 
 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180); 
 
 

SALINAN 



  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5659); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3816); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 15 

Tahun 2005 tentang Perizinan Penggolongan dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 

Nomor 12 Seri C); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2008 Nomor 30 Seri E); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 53); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2015 Nomor 30 Seri D); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 16 

TAHUN 2013 TENTANG SEWA SARANA DAN 
PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
 

   
Pasal I 

 
Ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 
2013 tentang Sewa Sarana dan Prasarana Kelautan dan 

Perikanan, diubah sebagai berikut  : 
 



1. Ketentuan pada Bab I Pasal 1 ditambah satu poin yang 
sebelumnya berjumlah 23 menjadi 24 poin pada poin 

24 mengenai pengertian Solar Packed Dealer Nelayan 
(SPDN) berbunyi sebagai berikut : 

 
Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) adalah stasiun 
pengisian bahan bakar solar bersubsidi yang 

dikhususkan untuk melayani kebutuhan bahan bakar 
minyak kapal nelayan. 

 

2. Ketentuan Lampiran Pasal 8 dalam Peraturan Bupati 
Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana 

dan Prasarana Kelautan dan Perikanan diubah 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 
 

 
 
 Ditetapkan di Kuala Pembuang 

pada tanggal 4 April 2016 
 

BUPATI SERUYAN, 

 
TTD 

 
SUDARSONO 

Diundangkan di Kuala Pembuang 

Pada tanggal 4 April 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN, 

 

TTD 
 

HARYONO 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 8 
 
 

 




